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ABSTRACT

The potential for shortfalls in state revenue and recurring
findings in the Internal Control System indicate the existence of
potential risks that have not been effectively managed. This study
aims to assess the alignment of risk management implementation
at XYZ Government Office with the applicable Ministerial
Regulation on risk management practices. This study uses a
qualitative case study method, data were gathered through
triangulation of methods (documentation, interviews) and
sources (key informants). The findings reveal that risk
management is perceived merely as an administrative routine.
Consequently, the entire process, including identification,
analysis, evaluation, and mitigation, is not optimally
implemented. This results in a failure to identify root causes and
a tendency to underestimate true risk levels.
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Evaluasi Penerapan Manajemen Risiko dalam Penetapan
Bea Masuk Berdasarkan Peraturan Menteri

ABSTRAK

Adanya potensi kekurangan penerimaan negara serta temuan berulang
pada Sistem Pengendalian Internal menandakan adanya potensi risiko
yang belum terkelola dengan efektif. Penelitian ini memiliki tujuan
untuk menilai kesesuaian penerapan manajemen risiko pada salah satu
proses bisnis di Kantor Pemerintahan XYZ dengan Peraturan Menteri.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus,
data penelitian diperoleh melalui triangulasi metode (dokumentasi dan
wawancara) dan sumber data dari narasumber kunci. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko masih dipandang
sebagai suatu rutinitas administratif, sehingga dalam tahapan
manajemen risiko seperti identifikasi, analisis, evaluasi, serta mitigasi
risiko belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini mengakibatkan
kegagalan mengungkap akar penyebab risiko dan kecenderungan untuk
menaksir tingkat risiko terlalu rendah.

Kata Kunci: Manajemen Risiko; Bea Masuk; Penerimaan Negara;
Sektor Publik
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PENDAHULUAN

Pendapatan Negara, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara merupakan penambah nilai kekayaan
bersih, termasuk di dalamnya penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, serta
hibah. Indonesia mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber utama
pendapatan negara dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan nasional
(Nuha, 2018). Salah satu komponen pembentuk penerimaan pajak tersebut adalah
bea masuk. Bea masuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal dalam
menambah pendapatan negara namun juga sebagai alat pengendali arus barang
dari luar negeri untuk melindungi industri domestik (Ditjen XY, 2024).

Dalam struktur pendapatan negara, bea masuk memiliki peran yang
signifikan, pada tahun 2023, realisasi pendapatan negara dari bea masuk mencapai
Rp50,89 triliun. Namun, laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Kementerian X tahun 2023 menemukan bahwa
terdapat potensi kekurangan penerimaan berupa bea masuk, bea masuk anti
dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea keluar, dan Pajak Dalam Rangka
Impor (PDRI) sebesar Rp48,93 Miliar (BPK RI, 2024). Temuan serupa terkait
potensi kekurangan penerimaan negara dai bea masuk juga sudah ada sejak
tahun-tahun sebelumnya (BPK RI, 2022, 2023).

Kantor Pemerintahan XYZ, yang menyumbang 43,2% dari total
penerimaan bea masuk nasional yaitu sebesar Rp21,97 triliun juga menghadapi
temuan serupa terkait kesalahan klasifikasi tarif dan pengenaan Bea Masuk Anti
Dumping (BMAD) serta Bea Masuk Tindak Pengamanan (BMTP). Hal ini
menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap penerapan manajemen
risiko dalam penetapan tarif bea masuk untuk meningkatkan -efektivitas
pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara.

Penerapan manajemen risiko di berbagai Kementerian diatur lebih lanjut
dengan peraturan yang diterbitkan di masing-masing Kementerian, hal tersebut
menyesuaikan dengan kebutuhan, kompleksitas tugas, serta tanggung jawabnya.
Di Kementerian X penerapan Manajemen Risiko diatur dengan Peraturan Menteri
X nomor 222 tahun 2021 tentang Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan
Negara, yang menjadi landasan utama dalam mengelola berbagai ketidakpastian
yang mungkin terjadi dalam mencapai sasaran untuk pengelolaan keuangan
negara, dan pelaksanaannya diatur pada Keputusan Menteri X Nomor 105 tahun
2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan Keuangan
Negara. Regulasi ini mendefinisikan risiko sebagai kemungkinan terjadinya suatu
peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena
itu dibutuhkan manajemen risiko sebagai pendekatan sistematis dan terstruktur
dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang mungkin timbul
(Kementerian X, 2021).

Penerapan manajemen risiko dalam otoritas kepabeanan telah terbukti
meningkatkan efisiensi operasional dengan memungkinkan penargetan yang
lebih baik terhadap pengiriman berisiko tinggi, sekaligus memfasilitasi
perdagangan bagi pengiriman berisiko rendah (Biljan & Trajkov, 2012),
meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan mengurangi potensi korupsi
(Widdowson, 2020), peningkatan stabilitas keuangan dan keberlanjutan fiskal
(Tudor & Gavrila, 2024).
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Penelitian terkait dengan evaluasi manajemen risiko di sektor publik telah
menjadi fokus penelitian sebelumnya, mengingat pentingnya manajemen risiko
sebagai sarana utama dalam membantu organisasi mencapai tujuan dan
sasarannya secara efektif dan efisien (Gani et al., 2020; Ilias et al., 2023; Nafi’ah et
al., 2023). Dalam konteks ini, manajemen risiko dipandang tidak hanya sebagai
alat untuk mengelola ketidakpastian dan mencegah kejadian negatif seperti fraud
dan kesalahan pengambilan keputusan (Nafi'ah et al., 2023;1lias et al., 2023), tetapi
juga sebagai pendorong dalam meningkatkan kualitas pengambilan keputusan
dan perencanaan strategis yang berorientasi pada hasil (Rana et al., 2019).

Penerapan manajemen risiko juga diketahui dapat meningkatkan efisiensi
alokasi sumber daya, mempercepat proses kerja, serta memperkuat sistem
pengendalian dan tata kelola yang baik (Gani et al., 2020; Pramuningtyas &
Djakman, 2024; Rana et al., 2019). Lebih dari itu, manajemen risiko berperan dalam
menciptakan nilai organisasi dan menjaga reputasi serta hubungan dengan
pemangku kepentingan (Nafi'ah et al., 2023; Pramuningtyas & Djakman, 2024).
Penerapan manajemen risiko yang baik diyakini mampu menumbuhkan budaya
sadar risiko yang akan memperkuat ketahanan organisasi dalam menghadapi
dinamika lingkungan eksternal (Nafi’ah et al., 2023).

Secara lebih spesifik, terdapat sejumlah studi yang membahas manajemen
risiko dalam konteks kepabeanan atau fungsi pengelolaan pendapatan negara.
(Al-Shbail, 2020) meneliti pengaruh manajemen risiko terhadap perlindungan
pendapatan di otoritas kepabeanan Yordania, dengan temuan bahwa penerapan
risk profiling dan targeting mampu meningkatkan efektivitas perlindungan
terhadap penerimaan kepabeanan. Di Indonesia, (Firdiansyah, 2019) melakukan
kajian terhadap proses identifikasi risiko dalam penetapan tarif. Hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa meskipun prosedur formal telah dijalankan,
pelaksanaannya belum optimal karena dilakukan secara parsial dan oleh pihak
yang belum memiliki kompetensi memadai.

Secara keseluruhan, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa
meskipun manajemen risiko merupakan hal yang penting dalam mengelola
potensi risiko, pelaksanaannya di sektor publik masih belum optimal dan
membutuhkan perbaikan. Untuk memastikan bahwa manajemen risiko dapat
memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja dan akuntabilitas,
diperlukan evaluasi yang menyeluruh terhadap proses implementasinya.
Evaluasi ini menjadi langkah penting dalam mendorong perbaikan yang
berkelanjutan serta memperkuat kapasitas kelembagaan dalam merespons
berbagai tantangan yang terus berkembang.

Berdasarkan permasalahan yang muncul dari proses penetapan tarif oleh
PPD, sehingga menyebabkan adanya temuan potensi kekurangan penerimaan
negara sebagaimana dilaporkan oleh BPK, penelitian ini menjadi menarik untuk
dilakukan. Meskipun banyak studi mengkaji manajemen risiko di sektor publik
secara umum, masih sedikit penelitian yang secara spesifik menganalisis
keselarasan proses manajemen risiko dalam konteks proses bisnis serta di bawah
level organisasi induk dengan kerangka regulasi yang berlaku. Penelitian ini
diharapkan dapat memberikan usulan perbaikan profil risiko dalam proses
penetapan tarif di Kantor Pemerintahan XYZ, sehingga mampu mengurangi
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risiko temuan BPK terkait potensi kekurangan penerimaan negara dari bea masuk
khususnya di Kantor Pemerintahan XYZ.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang memiliki
tujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari individu maupun
kelompok terhadap suatu fenomena sosial atau permasalahan, fenomena tersebut
dapat berupa suatu hal yang dialami oleh subjek penelitian yang dideskripsikan
dalam bentuk narasi yang menggambarkan situasi sebenarnya, seperti bagaimana
penerapan manajemen risiko di suatu organisasi publik (Creswell & Creswell,
2018; Fiantika & Maharani, 2022). Proses penelitian ini melibatkan pengembangan
pertanyaan dan prosedur secara fleksibel, pengumpulan data langsung di
lingkungan partisipan, serta analisis data yang dilakukan secara induktif dari pola
spesifik hingga terbentuk tema umum. Selain itu, peneliti juga berperan dalam
menafsirkan makna dari data yang diperoleh (Creswell & Creswell, 2018).

Metode pengumpulan data pada penelitian pendekatan kualitatif dengan
studi kasus sebagian besar diperoleh dengan wawancara, observasi (baik
langsung maupun partisipan), kuesioner, dan dokumen yang relevan dan data
yang dikumpulkan biasanya berupa perkataan, makna, ataupun pandangan
(Fiantika & Maharani, 2022). Penggunaan beberapa metode pengumpulan data
(triangulasi) merupakan suatu usaha untuk memperoleh data maupun informasi
yang benar dari berbagai sudut pandang yang berbeda (Fiantika & Maharani,
2022). Terdapat beberapa tipe triangulasi berdasarkan Denzin’s yaitu
methodological triangulation, investigator triangulation, theory triangulation, dan data
source triangulation (Campbell et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan methodological triangulation dan data source
triangulation. Methodological triangulation merupakan penggunaan beberapa
metode untuk mempelajari suatu fenomena baik dalam suatu metode (survey
yang bervariasi) maupun antar metode (penggunaan observasi dan survey sebagai
pengumpulan data) (Campbell et al., 2018). Methodological triangulation yang
dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode dokumentasi dan
wawancara sebagai metode pengumpulan data. Data source triangulation
merupakan pengumpulan data dari beberapa sumber baik waktu, lokasi, serta
orang yang berbeda (Campbell et al., 2018). Penelitian ini menggunakan data source
triangulation dengan melakukan wawancara pada berbagai pihak yang memiliki
peran berbeda dalam proses manajemen risiko penetapan tarif oleh PPD.

sekunder

#
— ‘ Penyapa.n.hasﬂ ’ — ‘ Wawancara ’
analisis

Gambar 1. Tahapan Penelitian
Sumber: Data Penelitian, 2025

Pengumpulan data
sekunder

‘ Observasi data ’
—_—
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Secara sederhana tahapan penelitian sampai pada penarikan kesimpulan
data dapat dilihat pada gambar 1. Penelitian ini diawali dengan mengumpulkan
data sekunder dengan dokumentasi maupun catatan yang dimiliki oleh objek
penelitian. Dokumentasi dan catatan yang dibutuhkan merupakan sekumpulan
dokumen yang berhubungan dengan proses manajemen risiko atas penetapan bea
masuk oleh PPD di Kantor Pemerintahan XYZ periode tahun 2024 antara lain:
Profil Risiko, Laporan Capaian Sasaran Mutu ISO 9001:2015, Daftar Indikator
Kinerja Individu Pejabat Peneliti Dokumen, Laporan Aduan Unit Kepatuhan
Internal, Laporan Penerimaan Nota Permintaan Data tahun 2024, Rekapitulasi
Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean Periode 2024 serta Laporan Hasil
Pemeriksaan BPK atas Sistem Pengendalian Internal 3 tahun sebelumnya.
Selanjutnya dilakukan penyajian hasil analisis konten dokumen yang berkaitan
dengan proses manajemen risiko dalam penetapan bea masuk oleh PPD. Selain
itu, juga akan dilakukan analisis apakah terdapat risiko yang belum teridentifikasi
sehingga akan menimbulkan permasalahan baru maupun kesalahan penetapan
bea masuk yang berulang.

Tabel 1. Daftar Narasumber

No Kode Peran Narasumber Kriteria Media dan Durasi
1 K1 Pejabat yang secara Eselon III dengan pangkat Tatap Muka
struktural berada di minimalIV/a 30 menit
atas pemilik proses
bisnis
2 P1 Pejabat Pemeriksa Pejabat Fungsional Tatap Muka
Dokumen (PPD) dengan pangkat minimal 55 menit

III/d dan masa Kkerja
minimal 2 tahun sebagai WhatsApp Call

PPD 5 menit
3 P2 Pejabat Pemeriksa Pejabat Fungsional Tatap Muka
Dokumen (PPD) dengan pangkat minimal 55 menit

III/d dan masa Kkerja
minimal 2 tahun sebagai

PPD
4 M1 Penanggung  jawab Pengelola manajemen Zoom Meeting
MR pemilik proses risiko yang berhubungan 44 menit
bisnis langsung dengan pemilik

proses bisnis
5 M2 Penanggung  Jawab Pengelola manajemen Tatap Muka
MR Kantor risiko kantor 58 menit
Pemerintahan XYZ WhatsApp Chat

Sumber: Data Penelitian, 2025

Tabel 1 memuat daftar narasumber yang menjadi sumber informasi pada
penelitian ini. Daftar pertanyaan yang disampaikan untuk wawancara dengan
narasumber dalam penelitian ini mengacu pada aspek penerapan manajemen
risiko sebagaimana Peraturan Menteri X Nomor 222 Tahun 2021 dan Keputusan
Menteri X Nomor 105 Tahun 2022. Pertanyaan disusun berdasarkan empat
komponen proses manajemen risiko yang disusun berdasarkan peraturan yang
berlaku yaitu: identifikasi risiko; analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko.
Hasil wawancara kemudian disajikan sebagai bagian dari analisis lebih lanjut
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mengenai proses manajemen risiko dalam penetapan bea masuk oleh PPD.
Selanjutnya, dari seluruh proses ini, dilakukan penarikan kesimpulan untuk
memberikan gambaran menyeluruh manajemen risiko atas penetapan bea masuk
oleh PPD di Kantor Pemerintahan XYZ.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan manajemen risiko di Kementerian X dilakukan melalui tiga aspek
utama sebagaimana tertera pada gambar 2, yaitu pembentukan struktur
manajemen risiko, penyusunan serta penerapan kerangka manajemen risiko, dan
pengembangan budaya sadar risiko. Pada penelitian ini pembahasan akan
difokuskan pada bagian kerangka manajemen risiko khususnya proses
manajemen risiko, yang terdiri dari beberapa tahap utama yaitu identifikasi risiko,
analisis risiko, evaluasi risiko, dan mitigasi risiko pada proses penetapan bea

masuk oleh PPD.
Struktur

Komite
| Manajemen Risiko|
Unit Pemilik Risiko|

(UPR)

Unit Kepatuhan
Manajemen Risiko|
(UKMR)

Perumusan
Konteks
Inspektorat
Jenderal

Identifikasi Risiko

Penerapan
Manajemen Risiko|

Analisis Risiko

Sistem

Kerangka N -
Manajemen Risiko|

Manajemen Risiko

Evaluasi Risiko

Proses
Manajemen Risiko

Mitigasi Risiko
Evaluasi Sistem
Manajemen Risiko

Budaya Sadar
Risiko

Pemantauan dan
Reviu

Gambar 2. Aspek Utama Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian X
Sumber: Keputusan Menteri X nomor 105 tahun 2022

Identifikasi risiko merupakan tahapan yang bertujuan untuk menggali
serta menentukan secara sistematis berbagai potensi risiko yang dapat
mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Proses ini harus dilakukan secara
menyeluruh dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai unit kerja terkait serta
pemangku kepentingan internal dan eksternal yang memiliki peran atau
kepentingan dalam operasional organisasi.

Analisis risiko merupakan tahapan manajemen risiko yang dilakukan
untuk menentukan besaran risiko dan level risiko, Proses ini dilakukan melalui
identifikasi tingkat kemungkinan terjadinya suatu peristiwa risiko serta besarnya
dampak yang ditimbulkan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, setelah
mempertimbangkan efektivitas serta keandalan sistem pengendalian internal
yang telah dilaksanakan.

Evaluasi risiko merupakan tahapan manajemen risiko dalam menentukan
risiko-risiko yang menjadi prioritas dari berbagai risiko yang ada, menetapkan
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besaran / level risiko residual harapan, keputusan mitigasi risiko serta
penyusunan Indikator Risiko Utama (IRU).

Mitigasi risiko merupakan tahapan manajemen risiko dalam menentukan
pilihan-pilihan rencana aksi penanganan risiko agar mencapai risiko residual
harapan (rencana besaran atau tingkatan risiko yang diharapkan di masa depan),
tahapan dalam proses ini terdiri dari dua tahapan utama yaitu memilih opsi
mitigasi risiko serta menyusun rencana mitigasi risiko.

Dalam menjalankan manajemen risiko, Kantor Pemerintahan XYZ
menerapkan struktur manajemen risiko sesuai ketentuan pada Keputusan Menteri
X nomor 105 tahun 2022. Dalam struktur tersebut Kepala kantor bertugas selaku
manajer risiko yang memiliki tanggung jawab atas seluruh manajemen risiko yang
ada di Kantor Pemerintahan XYZ, selanjutnya Bagian Umum selaku koordinator
risiko memiliki tanggung jawab untuk membantu manajer risiko dalam
merencanakan, mengelola, dan melakukan pemantauan manajemen risiko di
Kantor Pemerintahan XYZ, kemudian Subbagian Keuangan selaku administrator
risiko memiliki tanggung jawab untuk membantu koordinator risiko dalam
merencanakan, mengelola, melakukan pemantauan, dan melakukan administrasi
atas proses manajemen risiko di Kantor Pemerintahan XYZ, serta semua Bidang di
Kantor Pemerintahan XYZ selaku pemilik proses bisnis yang ikut serta dalam
melaksanakan tugas manajemen risiko di lingkungan Kantor Pemerintahan XYZ.

Pengelolaan manajemen risiko atas proses bisnis penetapan bea masuk
oleh PPD berada di bawah tanggung jawab unit pengampu, yaitu di Bidang
Pelayanan setingkat Eselon III, terhadap proses bisnis tersebut terdapat risiko
yang berpotensi untuk mengganggu sasaran organisasi dalam mengumpulkan
penerimaan negara dari sektor kepabeanan yang optimal dengan risiko yang
diidentifikasi pada tahun 2025 adalah penetapan tarif dalam rangka penerimaan
negara oleh PPD yang kurang akurat.

Analisis terhadap data risiko tahunan dalam proses penetapan tarif oleh
Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) pada dokumen profil risiko menunjukkan
dinamika yang tidak konsisten sepanjang periode 2023-2025. Pada tahun 2023,
besaran risiko atas potensi ketidakakuratan penetapan tarif dalam rangka
optimalisasi penerimaan negara tercatat sebesar 6. Angka ini mengalami
peningkatan signifikan pada tahun 2024 menjadi 16, sebelum kemudian menurun
tajam pada tahun 2025 hingga mencapai besaran risiko 2. Jika dibandingkan
dengan ambang batas selera risiko yang telah ditetapkan dalam Keputusan
Menteri X Nomor 105 Tahun 2022, yaitu sebesar 12, maka risiko pada tahun 2025
dikategorikan sebagai risiko rendah.

Perubahan nilai besaran risiko tersebut terjadi dalam kondisi ketika
tindakan mitigasi yang diterapkan terhadap risiko tersebut tidak mengalami
perubahan berarti selama tiga tahun terakhir. Hal ini menimbulkan pertanyaan
mendasar mengenai validitas dan konsistensi proses penilaian risiko yang
dilakukan oleh unit pengelola. Penurunan tajam skor risiko pada tahun 2025, yang
tidak didukung oleh perubahan strategi mitigasi risiko, dapat menimbulkan
asumsi bahwa risiko telah dikelola secara efektif. Padahal, tanpa adanya bukti
peningkatan kapasitas pengendalian atau perubahan signifikan dalam faktor
eksternal, hal tersebut justru dapat mengindikasikan terjadinya penilaian yang
terlalu optimis terhadap kondisi yang sebenarnya belum sepenuhnya terkendali.
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Sesuai dengan Peraturan serta Keputusan Menteri X yang berlaku terkait
penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian X, terdapat beberapa
tahapan manajemen risiko yaitu: (1) perumusan konteks, (2) identifikasi risiko, (3)
analisis risiko, (4) evaluasi risiko, (5) mitigasi risiko, (6) pemantauan dan reviu,
serta (7) komunikasi dan konsultasi. Ketujuh tahapan tersebut merupakan
rangkaian kegiatan yang saling berkaitan dan membentuk siklus manajemen
risiko yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, dalam penelitian ini untuk
proses evaluasi manajemen risiko pada suatu proses bisnis tahapan yang dinilai
terbatas pada identifikasi risiko, analisis, evaluasi dan mitigasi risiko.

Evaluasi terhadap proses identifikasi risiko menunjukkan bahwa
pemenuhannya masih bersifat parsial. Meskipun kriteria untuk identifikasi
kejadian dan penyebab secara umum telah sesuai dengan ketentuan, belum semua
kejadian dan penyebab yang berkaitan dengan ketidaktepatan penetapan tarif
berhasil diidentifikasi. Hal ini disebabkan oleh pandangan bahwa manajemen
risiko hanya merupakan aktivitas rutin.

“[...] kalau dari 3 tahun ini, sebenarnya untuk penyebabnya itu sama [...] kalau SPI-
nya ini masih belum ada perubahan selama 3 tahun ini. [...] kalau tanggung
jawabnya PIC MR bidang sih cuma sejauh itu tadi yang masih ada selera risikonya
kepala bidang mintanya apa kita cuman hanya sebatas administratif kayak
melaporkan aja sebenarnya atau juga mungkin risiko-risiko yang lain disampaikan
pada saat rapat kan kita juga nggak tahu Mas belum pernah rapat juga yang kantor.”
(Narasumber M1)

Proses identifikasi risiko dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan
antara lain: berdasarkan pengalaman operasional(Leva et al., 2017), lokakarya
dengan pemangku kepentingan yang relevan, survei, laporan operasional dan
insiden, serta mengaitkannya dengan aspek tujuan strategis organisasi ((Leva et
al., 2017; O’'Har et al., 2017). Keberhasilan pendekatan-pendekatan tersebut sangat
bergantung pada partisipasi aktif dari para penanggung jawab manajemen risiko.
Namun, di Kantor Pemerintahan XYZ, partisipasi ini masih belum optimal. Salah
satu penyebabnya adalah persepsi sebagian pegawai yang masih menganggap
proses identifikasi risiko sebagai kegiatan administratif semata. Selain itu, proses
identifikasi risiko belum sepenuhnya memanfaatkan data historis yang tersedia
dan cenderung dilakukan secara repetitif tanpa mengintegrasikan temuan dari
audit eksternal, seperti yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pemanfaatan temuan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) maupun Inspektorat Jenderal sebagai sumber data historis dalam proses
identifikasi risiko telah diakui dalam berbagai studi sebelumnya. Penelitian-
penelitian tersebut menyoroti peran penting data hasil audit dalam memperkuat
efektivitas penerapan manajemen risiko, khususnya dalam konteks sektor publik.
Integrasi informasi dari audit eksternal ini dinilai dapat meningkatkan ketepatan
identifikasi risiko dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat
dalam pengelolaan risiko secara menyeluruh (Ainuzzahrah & Martani, 2023;
Anggraini & Setyaningrum, 2024).

Dalam profil risiko tahun 2025 yang disusun oleh Kantor Pemerintahan
XYZ, telah diidentifikasi sejumlah penyebab utama atas risiko ketidakakuratan
penetapan bea masuk oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD). Tabel 2 meringkas
Kklasifikasi risiko, kategori risiko, kejadian, penyebab, serta dampak atas risiko
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yang terdapat pada proses bisnis tersebut. Penyebab yang tercantum pada tabel 2
meliputi kurangnya koordinasi antar PPD serta tidak lengkapnya data pendukung
yang disampaikan. Namun, hasil wawancara mengungkap adanya sejumlah
faktor penyebab tambahan yang belum terdokumentasikan secara formal dalam
profil risiko tersebut. Faktor-faktor ini antara lain: (1) belum terbentuknya
kompetensi pegawai secara merata, (2) tingginya frekuensi mutasi pegawai, dan
(3) beban kerja yang tinggi, yang berpotensi menurunkan ketelitian dan kualitas
analisis oleh PPD.
“Tren negatif selama tahun berjalan soal penetapan PFPD, itu bersamaan dengan
waktu pergantian mutasi PPD. Kita mungkin bisa secara nalar itu memaklumi
PPD-nya baru-baru, kemudian kompetensinya belum terbangun, dan ketika
mereka mengerjakan dokumen yang langsung begitu banyak.” (Narasumber K1)
Tabel 2. Profil Risiko terkait Penetapan oleh PPD di Kantor Pemerintahan XYZ

Klasifikasi Kategori Kejadian Penyebab Dampak
Risiko Risiko
Risiko Risiko Penetapan 1. Perbedaan penetapan Atas
Negatif Operasional tarif dan tarif dan nilai pabean
. - . penetapan
(Downside nilai pabean diantara PPD satu . o
. . tarif dan nilai
risk) dalam dengan yang lain
rangk dikarenakan  k pabean
gka ikarenakan kurang
. L rawan
penerimaan koordinasi dan update diatukan
negara oleh isu/ketentuan terkini keb]era tan
PPD  yang 2. Terdapat dan
kurang kekuranglengkapan mendapatkan
akurat data pada  dasar P
. keputusan
pengajuan dokumen Keberatan
Diterima
Sumber: Profil Risiko Kantor Pemerintahan XYZ tahun 2025
Belum teridentifikasinya penyebab-penyebab tambahan tersebut

mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses identifikasi risiko, khususnya
dalam dimensi root cause analysis. Jika akar permasalahan tidak diidentifikasi
secara menyeluruh, maka efektivitas dari strategi mitigasi yang dirancang pun
menjadi terbatas, karena hanya berfokus pada gejala, bukan pada sumber utama
risiko.

Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya, bahwa proses
identifikasi risiko di sektor publik sering kali belum dilaksanakan secara sistematis
dan mendalam, sehingga cenderung dipandang sebagai aktivitas rutin formalitas
semata (Gani et al., 2020; Ilias et al., 2023). Ketiadaan pendekatan yang terstruktur
dan kebijakan yang jelas menyebabkan pelaksanaan identifikasi risiko
berlangsung tanpa metode yang baku dan sering hanya dilakukan untuk
memenuhi kewajiban administratif (Pramuningtyas & Djakman, 2024; Ilias et al.,
2023). Hal ini diperparah oleh minimnya komunikasi antara pengelola risiko dan
pemilik proses bisnis, di mana informasi risiko kerap hanya disusun oleh admin
risiko tanpa keterlibatan aktif pemilik risiko, sehingga menimbulkan kesenjangan
pemahaman dan lemahnya penyampaian hasil identifikasi (Pramuningtyas &
Djakman, 2024).

Evaluasi terhadap proses analisis risiko di Kantor Pemerintahan XYZ
menunjukkan bahwa pelaksanaannya baru memenuhi sebagian dari standar yang
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ditetapkan. Meskipun aktivitas pengendalian internal (SPI) pada dokumen profil
risiko tahun 2025 telah didokumentasikan, dokumen tersebut belum diperbarui
sesuai dengan regulasi terkini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya identifikasi dan
pembaruan atas aktivitas pengendalian yang ada oleh pengelola risiko, serta
ketiadaan mekanisme sistematis untuk menginventarisasi dan memastikan
implementasinya. Pada kejadian risiko penetapan tarif dan nilai pabean dalam
rangka penerimaan negara oleh PPD yang kurang akurat, penilaian level
kemungkinan (likelihood) didasarkan pada data historis keberatan, yang dianggap
relevan. Namun, perhitungan level dampak risiko (impact) terdapat kesalahan
sehingga level dampak yang diakui lebih rendah daripada aktualnya.

Penentuan level dampak risiko dilakukan dengan membandingkan nilai
keberatan atas SPTNP yang diajukan dengan total penerimaan negara.
Berdasarkan data dari Bidang Perbendaharaan dan Keberatan, hingga akhir 2024
nilai total SPTNP yang diajukan keberatan mencapai Rpl74 miliar dan
pendapatan negara pada Kantor Pemerintahan XYZ sebesar Rp21,7 triliun.
Proporsi nilai SPTNP yang diajukan keberatan terhadap total penerimaan adalah
sebesar 0,8%. Angka ini melampaui ambang batas 0,1% yang ditetapkan dalam
regulasi untuk dikategorikan dalam level 1 (tidak signifikan), sehingga level
dampak risiko yang tepat sesuai perhitungan adalah dalam level 3 (moderat) yaitu
besarnya proporsi tersebut di atas 0,5% sampai dengan 1% dari nilai penerimaan.

Evaluasi terhadap proses evaluasi risiko menunjukkan bahwa secara
umum telah memenuhi ketentuan. Proses pengambilan keputusan mitigasi
mempertimbangkan aspek operasional yang relevan dan selaras dengan
peraturan yang berlaku, meskipun seluruh risiko tetap dimitigasi. Penentuan
target risiko residual dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan mitigasi
organisasi serta kesesuaian terhadap regulasi.

Evaluasi terhadap proses mitigasi risiko menunjukkan bahwa
pemenuhannya bersifat parsial. Pemilihan opsi mitigasi telah dilakukan secara
memadai, dengan mempertimbangkan upaya penurunan level kemungkinan
(likelihood) dan level dampak (impact). Opsi lain seperti sharing atau avoiding risk
dinilai tidak relevan atau tidak layak diterapkan dalam konteks penetapan bea
masuk oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen (PPD) sedangkan untuk accept risk hanya
dapat dilakukan bila risiko tersebut tergolong rendah atau berada di luar kendali
organisasi. Meskipun rencana-rencana tersebut sesuai dengan ketentuan regulasi
dan kriteria formal, isinya cenderung bersifat repetitif dan belum sepenuhnya
memanfaatkan variasi opsi mitigasi yang tersedia. Salah satu peluang peningkatan
yang dapat dipertimbangkan adalah melibatkan Unit Kepatuhan Internal (UKI)
dalam proses monitoring atas penetapan yang dilakukan oleh PPD. Hal tersebut
dapat dilihat dari informasi narasumber selaku pemilik proses bisnis.

“Selain itu juga harapan kami itu kami sebenarnya berharap ada unit kepatuhan
internal untuk bisa monev |[...] supaya adanya hal-hal yang terlewat oleh PPD itu
bisa dilakukan koreksi kembali oleh PPD dalam waktu yang sesuai dengan waktu
penetapan kami, 30 hari [...] Akhirnya kami membuat PIC sendiri [...] Namun
terbentur dengan data karena kami enggak punya data.” (Narasumber P1)

Selain melakukan evaluasi atas beberapa tahapan proses manajemen
risiko, penelitian ini mengidentifikasi beberapa risiko yang sebelumnya belum
teridentifikasi. Hasil identifikasi diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan
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pihak terkait serta analisis terhadap dokumen pendukung. Risiko-risiko tersebut
meliputi risiko reputasi, penurunan kinerja, serta operasional. Secara keseluruhan,
terdapat 9 risiko yang telah diidentifikasi ulang atau direvisi sebagai bagian dari
pembaruan profil risiko tahun berjalan risiko tersebut dapat dilihat pada tabel 3.
Tabel 3. Hasil Identifikasi Risiko atas Penetapan oleh PPD

Kategori Risiko Kejadian Sumber Identifikasi Risiko
Risiko Penetapan tarif dan nilai pabean Profil Risiko 2025
Operasional dalam rangka penerimaan negara
oleh PPD yang kurang akurat
Risiko Perolehan data atau dokumen Laporan Aduan Unit
Operasional pendukung yang dibutuhkan PPD Kepatuhan Internal,
untuk  melakukan  penetapan Sasaran Mutu ISO 9001: 2015,
memakan waktu lama Laporan penerimaan NPD
Tahun 2024
Risiko Pelaksanaan pemeriksaan Hasil wawancara dengan
Operasional komoditas yang terkena bea masuk narasumber
(risiko positif) tambahan (BMAD, BMTP, BMDTP)
terfilter secara otomatis oleh sistem
Risiko Fraud Adanya tindakan fraud vyang Hasil wawancara dengan
terverifikasi oleh Unit Kepatuhan narasumber
Internal, Itjen, maupun Aparat
Penegak Hukum
Risiko Reputasi  Terjadi kegagalan sistem yang InstruksiKerja
menyebabkan Sistem Informasi
tidak dapat diakses oleh PPD
Risiko Reputasi ~ Banyaknya aduan dari pengguna Laporan Aduan Unit
jasa atas kinerja penetapan PPD Kepatuhan Internal,
Risiko Adanya penerimaan negara yang Laporan Hasil Pemeriksaan
Operasional tidak tertagih BPK, Hasil wawancara
dengan narasumber
Risiko Lolosnya barang yang dikenai InstruksiKerja,
Operasional ketentuan larangan  dan/atau
pembatasan dari proses penelitian
dokumen yang dilakukan oleh PPD.
Risiko Kesalahan input data hasil Instruksi Kerja, Indikator
Operasional penetapan PPD ke dalam Sistem Kinerja Individu
Informasi

Sumber: Data Penelitian, 2025

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap penerapan proses manajemen risiko dalam
penetapan tarif bea masuk di Kantor Pemerintahan XYZ, penelitian ini
menyimpulkan bahwa meskipun kerangka formal manajemen risiko telah ada,
implementasinya belum sepenuhnya selaras dengan Peraturan Menteri X Nomor
222 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri X Nomor 105 Tahun 2022. Temuan ini
sejalan dengan studi lain di sektor publik yang menunjukkan bahwa implementasi
manajemen risiko seringkali bersifat formalitas dan belum terinternalisasi sebagai
budaya organisasi. Hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain: (1)
identifikasi risiko dipandang sebagai kegiatan rutin, serta pengelola risiko tidak
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secara aktif terlibat dalam pelaksanaan manajemen risiko, (2) proses dokumentasi
manajemen risiko khususnya terkait SPI belum disesuaikan dengan perubahan
regulasi terbaru, (3) kesalahan dalam memperkirakan dampak risiko, serta (4)
rencana mitigasi masih bersifat repetitif belum mengeksplorasi rencana lainnya
yang inovatif.

Berdasarkan hasil analisis terhadap dokumen dan wawancara dengan
pemangku kepentingan terkait, penelitian ini menghasilkan 9 profil risiko terkait
proses bisnis penetapan bea masuk oleh PPD yang terdiri dari 6 risiko operasional
(penetapan tarif yang kurang akurat, perolehan data yang dibutuhkan
memerlukan waktu lama, pemeriksaan yang terfilter secara otomatis, Adanya
penerimaan negara yang tidak tertagih, lolosnya barang terkena ketentuan
larangan dan pembatasan, kesalahan input data hasil penetapan), 1 risiko fraud
(adanya tindakan fraud yang melibatkan PPD dalam proses penetapan bea masuk)
dan 2 risiko reputasi (terjadinya kegagalan sistem, banyaknya aduan atas kinerja
PPD). ditemukan bahwa penerapan manajemen risiko dalam proses bisnis
penetapan bea masuk di Kantor Pemerintahan XYZ, belum sepenuhnya
memenuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian X. Meskipun
kerangka manajemen risiko telah diadopsi, penerapannya menghadapi berbagai
tantangan.

Secara praktis, kontribusi utama penelitian ini adalah menyediakan dasar
rekomendasi yang terukur dan dapat ditindaklanjuti. Hasil identifikasi profil
risiko pada proses bisnis yang dianalisis dapat langsung digunakan oleh Kantor
Pemerintahan XYZ sebagai acuan strategis untuk memperbaiki profil risiko tahun
2025. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi risiko temuan berulang oleh
auditor eksternal dan pada akhirnya berkontribusi pada pengamanan penerimaan
negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa saran diajukan. Kantor
Pemerintahan XYZ perlu mendorong peningkatan partisipasi aktif, pemahaman,
dan kompetensi para pengelola serta pemilik risiko di setiap unit melalui
internalisasi dan pelatihan yang rutin. Selain itu, pemilik proses bisnis harus
memperbarui dokumentasi manajemen risiko, khususnya Sistem Pengendalian
Internal (SPI), untuk secara akurat mencerminkan dinamika risiko operasional.
Peningkatan validitas dan reliabilitas data untuk analisis risiko juga menjadi
kunci, diiringi dengan dorongan untuk lebih inovatif dalam menyusun rencana
aksi mitigasi risiko agar praktik manajemen risiko terintegrasi secara efektif dalam
pengambilan keputusan

Keterbatasan penelitian ini terletak pada pengumpulan data primer.
Alokasi waktu yang singkat berdampak pada jumlah narasumber yang dapat
dilibatkan. Selain itu, metode wawancara semi-terstruktur, meskipun relevan,
kurang optimal dalam menangkap dinamika kelompok dan memfasilitasi validasi
informasi secara langsung. Penggunaan Focus Group Discussion (FGD), dapat
memberikan kedalaman informasi yang lebih kaya dan memfasilitasi validasi
silang secara lebih efektif dan interaktif.

Berdasarkan temuan dan keterbatasan yang ada, penelitian di masa depan
dapat dikembangkan dengan memperluas skala penelitian dengan melakukan
studi komparatif pada kantor-kantor lain di lingkungan Ditjen XY yang memiliki
proses bisnis serupa. Keterlibatan lebih banyak unit analisis dan narasumber
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dapat menambah wawasan dan menguji apakah temuan ini dapat digeneralisasi.
Selain itu, penelitian mendatang dapat memperdalam lingkup analisis dengan
mengevaluasi tidak hanya proses manajemen risiko, tetapi seluruh komponennya
secara holistik. Ini meliputi analisis terhadap sistem informasi, struktur organisasi,
kepemimpinan, hingga budaya sadar risiko (risk culture) untuk memberikan
pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasinya di sektor
publik.
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